KATA PENGANTAR

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan selama Tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan maksud dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pentingnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Adalah sebagai Alat Pengukuran pencapaian kinerja selama satu tahun berjalan disamping sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam penggunaan anggaran. Disamping itu laporan akuntabilitas dapat merupakan atau dijadikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk kemudian dapat dijadikan bahan penyempurnaan dalam melaksanakan atau membuat rencana kerja tahun berikutnya.


Akhirnya Laporan Akuntabilitas dapat disusun walaupun masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak tetap kami harapkan, bagi kesempurnaan penyusunan LAKIP pada waktu yang akan datang.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagai tindak lanjut dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya  mewujudkan pertanggungjawaban kinerja instansi dalam bentuk pelaporan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka LAKIP adalah merupakan wujud kongkrit dari pertanggungjawaban tersebut.

Selanjutnya apa dan bagaimana hal yang harus dipertanggungjawabkan telah tertuang dan ditetapkan dalam tugas pokok dan fungsi Lembaga yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan penjabaran lebih Lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

Dengan demikian maka seluruh aspek yang dipertanggungjawabkan dalam LAKIP adalah merupakan Program Kegiatan yang mencerminkankan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan yang dilaksanakan selama berjalannya tahun anggaran 2012.

Program dan Kegiatan Tahun 2012 lebih banyak mengarah kepada kegiatan publik, hal ini disebabkan karena Masyarakat adalah merupakan sasaran utama setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Besarnya belanja publik ini terfokus pada program peningkatan sarana petunjang peningkatan Kamtibmas yang merupakan salah satu program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan-kegiatan di tahun 2012 anggaran di bidang politik adalah terlaksananya Penyuluhan kepada masyarakat dan Pengendalian Keamanan Lingkungan, Monev, Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat ( PEKAT ) yaitu monev lainnya yang mendukung terlaksananya Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

Semua Kegiatan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada kendala-kendala namun dapat diselesaikan dengan kebijakan yang diambil oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai tindak lanjut dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya  mewujudkan pertanggungjawaban kinerja instansi dalam bentuk pelaporan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka LAKIP adalah merupakan wujud kongkrit dari pertanggungjawaban tersebut.

Selanjutnya apa dan bagaimana hal yang harus dipertanggungjawabkan telah tertuang dan ditetapkan dalam tugas pokok dan fungsi Lembaga yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan penjabaran lebih Lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2009 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Dengan demikian maka seluruh aspek yang dipertanggungjawabkan dalam LAKIP adalah merupakan Program Kegiatan yang mencerminkankan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan yang dilaksanakan selama berjalannya tahun anggaran 2010.

Program dan Kegiatan Tahun 2010 lebih banyak mengarah kepada kegiatan publik, hal ini disebabkan karena Masyarakat adalah merupakan sasaran utama setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Besarnya belanja publik ini terfokus pada program peningkatan sarana petunjang peningkatan Kamtibmas yang merupakan salah satu program utama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan-kegiatan di tahun 2010 anggaran di bidang politik adalah terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol dan Forum-forum Diskusi Parpol dan penyuluhan serta monev Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat ( PEKAT ) dan monev-monev lainnya yang mendukung terlaksananya Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Semua Kegiatan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada kendala-kendala namun dapat diselesaikan dengan kebijakan yang diambil oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
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